
Nomor SOP

Tanggal Pembuatan         Januari 2025

Tanggal Revisi         Januari 2025

Tanggal Efektif         Januari 2025

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1
1. Pendidikan Minimal SLTA

2
2. Memahami sistem pengumpulan data laporan APBD

3
3. Memahami prosedur penyusunan Laporan APBD

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 4. Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer minimal microsoft office

5

6

7

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan (diambil dari kualifikasi pelaksana yang terendah)

1. SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1. Unit Komputer

2. SOP Rencana Kerja dan Anggaran 2. Kertas HVS

3. SOP Rencana Kerja

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Laporan-laporan dari tiap Bidang, Lingkup Dinas Lingkungan Hidup

060/           /III.13/2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penyusunan Dokumen Pelaksana 

Anggaran (DPA)

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 003

Apabila Laporan dari masing-masing Bidang, di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lampung Barat  tidak disampaikan maka Penyusunan Dokumen 

Pelaksana Anggaran (DPA) tidak dapat dilaksanakan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3. Laporan APBD dari tiap Bidang di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten  

Lampung Barat

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring 

dan Evaluasi SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025



5

DPA  APBD dikirimkan ke  BAPPEDA 

dan BPKD untuk proses selanjutnya dan 

salinannya diarsipkan

Draft DPA yang telah 

ditandatangani

3 jam

Pengiriman DPA ke 

BAPPEDA, BPKD, DPRD, 

BAG. PEMBANGUNAN 

DAN PEREKONOMIAN

Keterangan

Memproses RKA untuk dijadikan draft 

DPA dan paraf pada surat pengantar
14 hari

Kelengkapan draft DPA 

APBD

1. Draft DPA APBD                                   

2. Surat Pengantar

Kelengkapan draft DPA 

APBD
3 jam

Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output

8 hari

Kelengkapan draft DPA 

APBD

Draf DPA APBD dari 

Bidang 

1. Draft DPA APBD                                   

2. Surat Pengantar

Draft DPA yang telah 

ditandatangani

No.
Staf

Kepala Sub Bagian Umum 

& Perencanaan
Kepala DinasSekretaris Dinas

Uraian Prosedur

Total waktu : 22 hari 8 jam

2

3

1

Membuat surat pengantar, selanjutnya 

RKA dari bidang - bidang diinput ke 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

(SIPD) dan ke Sistem Informasi 

Perencanaan dan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (SIPPKD)

Menerima dan mengevaluasi DPA

sesuai dengan Format dan paraf pada

DPA 

Mengevaluasi dan menandatangani

DPA sesuai dengan Format serta

mengoreksi DPA

4
Kelengkapan draft DPA 

APBD
2 jam



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan         Januari 2025
Tanggal Revisi         Januari 2025

Tanggal Efektif         Januari 2025
Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1
1. Pendidikan Minimal SMA

2
2. Memahami sistem pengumpulan data

3

3. Memahami prosedur penyusunan LAKIP

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 4. Mempu menguasai dan mengoperasikan komputer minimal microsoft office

5

6

7

Kualifikasi terendah dari pelaksana 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan (diambil dari kualifikasi pelaksana yang terendah)

RENSTRA, RENJA, DPA, RKT, LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 1. Unit Komputer

PENETAPAN KINERJA 2. Kertas HVS

3. Laporan Kinerja dari Bidang, Dinas Lingkungan Hidup

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Laporan-laporan dari tiap Bidang, Lingkup Dinas Lingkungan Hidup

060/           /III.14/2025

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730912 199903 1 003DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Apabila Laporan dari masing-masing Bidang, di Dinas Lingkungan Hidup  tidak disampaikan 

maka penyusunan LAKIP tidak dapat dilaksanakan

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  :  060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring 

dan Evaluasi SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025



5
Menyiapkan pembuatan surat pengantar laporan

kinerja yang ditujukan kepada pihak terkait
Laporan kinerja 2 hari

Surat pengantar dan

laporan kinerja yang

diagendakan

1
Menugaskan penyusunan laporan kinerja tahun 

anggaran sebelumnya

Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output

3 hari

Tidak

Total waktu : 10 hari 5 jam

2

3

No.
Sekretaris

Menugaskan kompilasi data caapaian realisasi

fisik dan keuangan

Arahan

Menyusun rekapitulasi data capaian realisasi fisik

dan keuangan

Keterangan

SOP penanganan 

surat masuk

Surat yang didisposisi

Surat yang didisposisi

Arahan

4 minggu

4 jam

Surat yang didisposisi

Data capaian realisasi 

fisik dan keuangan

Kepala Sub Bagian Umum 

& Perencanaan

Staf Subbag Umum & 

Perencanaan

Uraian Prosedur

Menyiapkan draft laporan kinerja berdasarkan

data yang terkumpul
4

Laporan kinerja

Ya
Data capaian realisasi fisik dan 

keuangan
2 jam



Nomor SOP 060/            /III.13/2025

Tanggal Pembuatan Januari 2025
Tanggal Revisi Januari 2025

Tanggal Efektif Januari 2025
Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1

2

3

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

5

6

7

Keterkaitan

Komputer 1. Komputer yang terhubung perangkat jaringan dan aplikasinya

Printer 2. Alat tulis kantor

Peringatan Pencatatan dan pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 003

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penyusunan Laporan Triwulan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jika prosedur tidak dilaksanakan, maka pengelolaan keuangan akan 

terhambat

1. Memahami aplikasi komputer penyusunan RKA dan DPA

2. Memahami tugas dan fungsi

3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

Didata sebagai dokumen dan disimpaan dalam arsip

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan 

Monitoring dan Evaluasi SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat 

Daerah Tahun 2025



2

3

5 Melalui Kasubbag Umum dan 

Perencanaan untuk proses selanjutnya

Laporan Triwulan Kegiatan dari 

Bidang Dinas 
1 jam

Laporan triwulan

6 Laporan Triwulan APBD dikirimkan ke 

Kepala BAPPEDA selanjutnya salinan 

diarsipkan

Draft akhir Renstra 3 jam

Pengiriman laporan 

triwulan kepada Kepala 

BAPPEDA dan 

diarsipkan

Menerima, mengevaluasi dan

menandatangani laporan triwulan serta

surat pengantar

4 Draft laporan triwulan 

yang telah 

ditandatangani
Kelengkapan draft laporan 

Triwulan dan surat pengantar
2 jam

Menerima dan mengevaluasi draft

laporan triwulan , membubuhkan paraf

pada  surat pengantar

Keterangan

Laporan yang berupa 

fotokopi dilegaliasai oleh 

pejabat yang berwenang 

Draft Laporan Triwulan APBD dan 

surat pengantar

Kelengkapan draft laporan 

Triwulan dan surat pengantar

3 jam

3 jam

Draft Laporan Triwulan 

APBD dan surat 

pengantar

Kelengkapan draft 

laporan Triwulan dan 

surat pengantar

Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output

8 hari

Totaak waktu: 8 hari 12 jam

Laporan Triwulan Kegiatan dari 

Bidang Dinas 

Menerima dan mengoreksi draft laporan 

triwulan APBD, membubuhkan paraf 

pada  surat pengantar 

Kelengkapan draft 

laporan Triwulan dan 

surat pengantar

No. Staf Subbag Umum dan 

Perencanaan

Kassubbag Umum dan 

Perencanaan
Kepala DinasSekretaris Dinas

Uraian Prosedur

1 Mengumpulkan laporan triwulan kegiatan 

kemudian mengolahnya menjadi draft 

laporan Dinas serta membuat surat 

pengantar untuk dikoreksi oleh Kasubbag 

Umum dan Perencanaan



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan         Januari 2025

Tanggal Revisi         Januari 2025

Tanggal Efektif         Januari 2025

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 1. Memahami peraturan tentang perencanaan pembangunan

2 2. Memahami tugas dan fungsi

3 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

5

6

7 Kualifikasi terendah dari pelaksana 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan (diambil dari kualifikasi pelaksana yang terendah)

1 SOP penanganan surat keluar 1. Komputer yang terhubung perangkat jaringan dan aplikasinya

2. Alat tulis kantor

Peringatan Pencatatan dan pendataan

060/           /III.13/2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MHDINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730912 199903 1 003

RENCANA KERJA (RENJA)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 

Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

Jika prosedur tidak dilaksankan, maka proses penganggaran akan tersendat Disimpan dalam arsip

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring dan 

Evaluasi SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025



5
Mengklarifikasi dan menganalisa data - data 

hingga memfinalisasi daraft Renja
Rapat Renja 5 hari Draft akhir Renja

6
Menyiapkan draft akhir Renja berdasarkan 

hasil rapat
Draft akhir Renja 5 hari Renja

7
Menyiapkan pembuatan surat pengantar 

Renja yang ditujukan kepada pihak terkait
Renja 1 hari

Surat pengantar dan 

Renja yang 

diagendakan

Megundang Panitia Renja untuk menyusun

draft Renja
4 Surat undanganYa

Draft awal Renja dan data 

perencanaan
1hari

Menyiapkan draft awal Renja dan

Menugaskan kompilasi data perencanaan

dan memerintahkan staf untuk

mengumpulkan data perencanaan

Draft awal Renja

Mengumpulkan data perencanaan

danmengetik draft Renja untuk disampaikan

ke Kasubbag Umum dan Perencanaan

Keterangan

Dokumen perencanaan

Arahan

Draft awal Renja

2 hari

3 hari

arahan

Draft awal Renja dan 

data perencanaan

Sekretaris
Kepala Sub Bagian Umum 

& Perencanaan

Para Administrator dan 

Pengawas

Staf Sub Bagian Umum & 

Perencanaan

Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output

30 menit

Tidak

Total Waktu 17 hari

2

3

No. Uraian Prosedur

1

Menugaskan penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) organisasi pada tahun anggaran 

mendatang kepada Kasubbag Umum dan 

Perencanaan



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan         Januari 2025

Tanggal Revisi         Januari 2025

Tanggal Efektif         Januari 2025

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 1. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas

2 2. Memahami tugas dan fungsi

3 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

5

6

7

Kualifikasi terendah dari pelaksana 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan (diambil dari kualifikasi pelaksana yang terendah)

1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1. Komputer yang terhubung perangkat jaringan dan aplikasinya

2.Alat tulis kantor

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika prosedur tidak dilaksanakan, maka proses penganggaran akan tersendat

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur

Disimpan dalam arsip

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring 

dan Evaluasi SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 

2025

060/           /III.13/2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 003



Tidak

5
Mengklarifikasi dan menganalisa data - data 

hingga memfinalisasi draft Renstra
Rapat Renstra 20 hari Draft akhir Renstar

6
Menyiaapkan draft akhir Renstra berdasarkan 

hasil rapat
Draft akhir Renstra 7 hari Renstra

7
Menyiapkan pembuatan surat pengantar Renstra 

yang ditujukaan kepada pihak terkait
Renstra 1 hari

Surat pengantar dan 

Renstra yang diagendakan

1
Menugaskan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) organisasi kurun lima tahun mendatang

Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output

30 menit

Total waktu : 40 hari

2

No.
Sekretaris

Memyiapkan draft awal Renstra dan menugaskan

kompilasi data perencanaan
Draft awal Renstra

Mengumpulkan data perencanaan dan mengetik

draft Renstra

Keterangan

Dokumen perencanaan

Arahan

Draft awal Renstra

Arahan

Draft awaal Renstra dan 

data perencanaan

3 hari

8 hari

Kasubbag Umum dan 

Perencanaan

Para Administrator dan 

Pengawas

Staf Sub Bagian Umum dan 

Perencanaan

Uraian Prosedur

3

Mengundang panitia Renstra untuk menyusun

draft Rensstra
4 Surat Undanganya

Draft awaal Renstra dan data 

perencanaan
1 hari



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan         Maret 2025

Tanggal Revisi         Maret 2025
Tanggal Efektif         Maret 2025

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 1. Memahami aplikasi komputer penyusunan RKA dan DPA

2 2. Memahami tugas dan fungsi

3 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 4. Memahami tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5

6

7

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan (diambil dari kualifikasi pelaksana yang terendah)

1. SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1. Komputer yang terhubung perangkaat jaringan

2. Alat tulis kantor

Peringatan Pencatatan dan pendataan

RKA per bulan selama satu tahun dari Bidang-bidang

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang 

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi SOP, Perbaikan serta 

Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

060/           /III.13/2025

Jika prosedur tidak dilaksanakan, maka RKA APBD tidak dapat dikerjakan

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan 

Penyusunan LAKIP

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur



5

Memproses draf RKA untuk di entry 

kedalam aplikasi SIPD Kemendagri, 

kemudian  di cetak

Draft RKA 1 jam Draft RKA 

6

Selanjutnya RKA dikirimkan ke 

BAPPEDA, dan BKAD, kemudian 

salinannya diarsipkan

Draft akhir RKA 3 jam

Pengiriman RKA ke 

BAPPEDA, BKAD 

dan diarsipkan

Kelengkapan draft RKA dan surat 

pengantar
2 jam

Draft RKA yang 

telah 

ditandatangani

Total waktu : 16 hari 9 jam

3

Menerima dan mengevaluasi draft RKA

sesuai dengan Format dan paraf pada

surat pengantar 

Kelengkapan draft RKA dan surat 

pengantar
3 jam

Kelengkapan draft 

RKA dan surat 

pengantar

4

Menerima, mengevaluasi dan

menandatangani RKA sesuai dengan

Format mengoreksi draft RKA

Laporan yang berupa 

fotokopi dilegaliasai 

oleh pejabat yang 

berwenang 

melegalisasi

2

Menerima, Memproses dan Mengolah 

RKA sesuai dengan Format dan 

memparaf pada  surat pengantar 

Draft RKA dan surat pengantar 8 hari

Kelengkapan draft 

RKA dan surat 

pengantar

RKA APBD dari Bidang Lingkup Dinas  8 hari

No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Draft RKA dan 

surat pengantar
1

Mengumpulkan RKA dari Bidang-bidang 

dengan kemudian mengolahnya menjadi 

draft serta membuat surat pengantar

KeteranganStaf Subbag Umum dan 

Perencanaan

Kasubbag Umum dan 

Perencanaan
Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan Januari 2025

Tanggal Revisi Januari 2025
Tanggal Efektif Januari 2025

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1

2 2. Memahami tugas dan fungsi 

3 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

5

6

7

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

SOP Administrasi Surat Masuk Komputer yang terhubung perangkat jaringan

SOP Administrasi Surat Keluar Alat tulis kantor

SOP Renja

Peringatan Pencatatan dan pendataan

060/         /III.14/2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan 

dan Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan 

Penyusunan LAKIP

1. Memahami peraturaan tentang pengelolaan anggaran

Jika prosedur tidak dilakukan, maka proses penyusunan KUA PPAS 

tidak dapat dilaksanakan

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 003

diisi dengan keterangan atau hal-hal yg perlu ditambahkan selama proses penyusunan 

Penyusunan KUA-PPAS

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang 

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi SOP, Perbaikan serta 

Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025



Draft KUA-PPAS suart 

pengantar

Draft KUA-PPAS suart pengantar

1. Buku KUA-PPAS

2. Arsip

Keterangan

Berkas-berkas yang 

berupa fotokopi 

dilegalisasi oleh pejabat 

yang berwenang 

Kelengkapan draft

KUA-PPAS dan surat

pengantarnya

Kepala Dinas menerima, mengevaluasi dan

menandatangani  surat pengantar

4

Draft KUA-PPAS yang

telah di tandatangani

Kelengkapan draft KUA-PPAS dan 

surat pengantarnya

No.
Kepala DinasSekretaris Dinas                                 

Kasubbag Umum dan 

Perencanaan
Staf

Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output

2 bulan

Penjabaran Rincian Kegiatan dari 

Bidang

Total waktu : 2 bulan 3 hari 10 jam

Kelengkapan draft KUA-PPAS dan 

surat pengantarnya

Menerima dan mengoreksi draf KUA PPAS

dan membubuhkan paaraf pada surat

pengantar

1

Mengumpulkan penjabaran rincian kegiatan 

perbulan dari DPA oleh Bidang, kemudian 

mengolahnya dan membuat surat pengantar

3 hari

2

3

4 jam

4 jam

2 jam

Draft KUA-PPAS yang telah di 

tandatangani

5

Draft dicetak menjadi Buku KUA-PPAS 

kemudian disebaarkan ke Bidang - bidang

Kelengkapan draft 

KUA-PPAS dan surat 

pengantarnya

Menerima dan mengevaluasi draf KUA

PPAS, serta membubuhkan paa surat

pengantar



1

1 Bahan data usulan 

1

1 Usulan Kenaikan Pangkat

5

Menomori surat dan menyampaikan 

usulan kenaikan gaji berkala ke masing-

masing pegawai yang mengajukan untuk 

di unggah pada laman sistem informasi 

kepegawaian elektronik (sinetron) 

kabupaten lampung barat

1 Usulan Kenaikan gaji berkala yang telah 

ditandatangani

30 menit
Berkas siap 

unggah

6

Mengunggah surat pengantar pengajuan 

kenaikan gaji berkala pada laman sistem 

informasi kepegawaian elektronik 

(sinetron) kabupaten lampung barat 

1 Scan surat pengantar kenaikan gaji 

berkala

30 menit
Bekas telah 

diunggah

7

Menerima kenaikan gaji berkala setelah 

di verifikasi oleh Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

1 Usulan yang telah disetujui BKPSDM

2 Hari

Surat Keputusan 

Kenaikan Gaji 

Berkala 

Total Waktu : 2 Hari 6 jam 35 menit

Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output

1 jam

Konsep usulan

No.

1

Keterangan

Data Pegawai

Mengonsep dan membuat usul kenaikan 

gaji berkala dan memarafnya
3 jam

Staf

Kepala Sub Bagian 

Umum & 

Perencanaan

KadisSekretaris
Uraian Prosedur

Menerima, mengevaluasi dan

menandatangani usulan kenaikan gaji

berkala  yang diajukan

4

Usulan Kenaikan 

gaji berkala yang 

telah 

ditandatangani

30 menit

2

3

Bahan data usulan

Usulan Kenaikan 

gaji berkala
65 menit

Meneliti dan mengkoreksi usul kenaikan

gaji berkala yang telah selesai dan

memarafnya 

konsep usulan dan data pegawai yang 

naik gaji berkala

Menyiapkan Daftar pegawai yang akan 

naik gaji berkala



Nomor SOP : 060/                 /III.13/2025

Tanggal Pembuatan :                    Maret  2025

Tanggal Revisi :                    Maret  2025

Tanggal Efektif :                    Maret  2025

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19730912 199903 1 003

NAMA SOP : SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

1

2

3

4

5

6

7

2. Alat Tulis Kantor

3. Berkas Pegawai

      PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

2. Sebagai Pedoman

1. SOP Surat Masuk 1. Komputer/Laptop

2.  SOP Surat Keluar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hak pegawai tidak cepat terselesaikan. 1. Disimpan sebagai Arsip Dinas

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring dan Evaluasi 

SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025



Data Pegawai

Konsep Usulan

Usulan Kenaikan Pangkat 

5

Meminta nomor surat dan menyampaikan 

usulan kenaikan pangkat ke  Badan 

Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia 

Usulan Kenaikan Pangkat yang telah 

ditandatangani
30 menit

Berkas usulan yang 

siap dikirim

6

Mencatat dalam agenda surat keluar dan 

mengirimnya ke Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Berkas Usulan

30 menit Arsip

No.

Meneliti dan mengkoreksi usul kenaikan

pangkat yang telah selesai dan

memarafnya 

Keterangan

Laporan yang berupa 

fotokopi dilegaliasai 

oleh pejabat yang 

berwenang 

melegalisai

Data Pegawai

Mengonsep dan membuat usul kenaikan 

pangkat dan memarafnya
180 menit

Staf

Kepala Sub Bagian 

Umum & 

Perencanaan

KadisSekretaris
Uraian Prosedur

Bahan data usulan

Usulan Kenaikan 

Pangkat
65 menit

Bahan data usulan Pegawai yang Naik 

Pangkat

Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan Waktu Output

60 menit

Konsep usulan

Usulan Kenaikan 

Pangkat yang telah 

ditandatangani

30 menit

2

3

6 jam 35 menitTotal Waktu :

1
Menyiapkan Daftar pegawai yang akan 

naik pangkat

Menandatangani usulan kenaikan

pangkat yang diajukan
4

+



Nomor SOP : 060/                 /III.13/2025

Tanggal Pembuatan :                    Januari  2025

Tanggal Revisi :                    Januari  2025

Tanggal Efektif :                    Januari  2025

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19730912 199903 1 003

NAMA SOP : SOP KENAIKAN PANGKAT

1

2

3

4

5

6

7

2. Alat Tulis Kantor

3. SOP Absensi 3. Berkas Pegawai

2. Sebagai Pedoman

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hak pegawai tidak cepat terselesaikan. 1. Disimpan sebagai Arsip Dinas

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring dan 

Evaluasi SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025

1. SOP Surat Masuk 1. Komputer/Laptop

2.  SOP Surat Keluar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 

Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan         Januari 2025

Tanggal Revisi         Januari 2025

Tanggal Efektif         Januari 2025

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 1. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas

2
2. Memahami tugas dan fungsi

3

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

5

6

7

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan (diambil dari kualifikasi pelaksana yang terendah)

1. SOP Surat Keluar 1. Komputer yang terhubung perangkat jaringan dan aplikasi

2. Alat tulis kantor

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Disimpan dalam Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

2. Disimpan dalam buku agenda surat massukJika prosedur tidak dilaksanakan, maka tindak lanjut surat akan terhambat

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring dan Evaluasi 

SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025

060/           /III.13/2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 003

PENANGANAN SURAT MASUK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Total waktu 45 menit

2

3
Menindaklanjuti disposisi dan

menugaskan distribusi surat

Surat yang dibubuhi 

disposisi

Surat yang dibubuhi 

disposisi
5 menit

15 menit

Surat yang dibubuhi disposisi

Surat yang dibubuhi disposisi4
Mendistribusikan surat sesuai dengan

arahan

Menelaan substansi dan mendisposisikan 

surat yang telah diagendakan
15 menit

Surat yang dibubuhi 

disposisi

Surat yang 

diagendakan
Surat beserta lampirannya

Surat yang diagendakan

10 menit

No. Uraian Prosedur

Mutu Baku

1
Menerima dan mengagendakan surat 

masuk

KeteranganStaf Sub Bagian 

Umum & Perencanaan
Kepala Dinas

Kasubbag Umum dan 

Perencanaan
Kelengkapan Waktu Output



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan         Januari 2025

Tanggal Revisi         Januari 2025

Tanggal Efektif         Januari 2025

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 1. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas

2

3
2. Memahami tugas dan fungsi

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

5

6

7

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan (diambil dari kualifikasi pelaksana yang terendah)

1. SOP Surat Masuk 1. Komputer yang terhubung perangkat jaringan dan aplikasi

2. Alat tulis kantor

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Disimpan dalam Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

2. Disimpan dalam buku agenda surat massuk

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

Jika prosedur tidak dilaksanakan, maka tindak lanjut surat akan terhambat

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring dan Evaluasi 

SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 003

PENANGANAN SURAT KELUAR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

060/           /III.13/2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH



Total waktu 30menit

Menomori, mengagendakan, dan

mendistribusikan nota dinas atau surat

Draf surat yang 

telah di paraf atau 

ditandatangani

15 menit
Draf surat yang telah di paraf atau 

ditandatangani

Draf surat yang 

telah di paraf atau 

ditandatangani

Draf surat yang telah di paraf atau 

ditandatangani

Memverifikasi dan menugaskan distribusi 

surat
5 menit

Draf surat yang 

telah di paraf atau 

ditandatangani

10 menit

Draf surat yang telah di paraf atau 

ditandatangani
2

3

KeteranganStaf Sub Bagian 

Umum & Perencanaan

Kasubbag Umum dan 

Perencanaan
Kelengkapan Waktu Output

No. Uraian Prosedur

Mutu Baku

1

Menerima draf surat yang telah di bubuhi 

paraf atau tanda tangan oleh pejabat yang 

berwenang



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan         Maret 2025

Tanggal Revisi         Maret 2025

Tanggal Efektif         Maret 2025

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 1. Memahaami peraturan tentang tata naskah dinas

2
2. Mamahami tugas dan fungsi

3

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

5

6

7

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan (diambil dari kualifikasi pelaksana yang terendah)

1. SOP  Surat Keluar 1.Komputer yang terhubung perangkat jaringan

2. SOP Surat Masuk 2. Alat tulis kantor

3. SOP Absensi

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Disimpaan dalam Arsip Sub. Bagian Umum dan Perencanaan

syarat-syarat dari pekerjaan yang diajukan

NIP. 19730912 199903 1 003

PENGUSULAAN CPNS MENJADI PNS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

peringatan ini dibuat agar jika pekerjaan tidak dibuat kita tidak bisa dituntut

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

Jika prosedur tidak dilaksanakan, maka pengusulan CPNS menjadi PNS akan 

terlambat

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring dan Evaluasi 

SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025

060/           /III.13/2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH

PEMBINA UTAMA MUDA



5

Menerima konsep usulan yang telah 

diperiksa Kasubbag Umum dan 

Perencanaan membubuhkan paraf dan 

mengajukan ke Kepala Dinas

Usulan pengaangkaatan CPNS menjadi 

PNS
2 jam

Usulan 

pengaangkaatan 

CPNS menjadi PNS

6
Memeriksa konsep usulan, jika setuju 

membubuhkan tandatanggan

Usulan pengaangkaatan CPNS menjadi 

PNS
2 jam

Usulan 

pengaangkaatan 

CPNS menjadi PNS

7

Mendokumentasikan dan mengirimkan 

berkas usulan CPNS menjadi PNS ke 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Usulan pengaangkaatan CPNS menjadi 

PNS

1 hari
Agenda surat, surat 

terkirim

SOP Pengelolaan 

surat keluar

Membuat surat pengusulan pengangkatan

CPNS menjadi PNS

Usulan 

pengaangkaatan 

CPNS menjadi PNS

Total waktu : 6 hari10 jam

4

Memeriksa konsep usulan, jika benar

membubuhkan paraf dan diajukan ke

Kepala Dinas melalui Sekretaris

3 jam

2 jamUsulan pengangkatan CPNS menjadi PNS

No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

1
Menginventalisir persyaratan berkas 

usulan CPNS menjadi PNS 

Hasil pengujian 

kesehatan dan 

berkas pendukung 

lainnya

3 hari

KeteranganStaf Subbag Umum 

dan Perencanaan

Kasubbag Umum & 

Perencanaan
Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

2 hari Berkas CPNS2

3

Usulan 

pengaangkaatan 

CPNS menjadi PNS

Data Pegawai

Hasil pengujian kesehatan dan berkas 

pendukung lainnya

Berkas CPNS

Menerima hasil pengujian kesehatan dan 

berkas pendukung lainnya sebagai dasar 

pengangkatan sebagai PNS



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan         Maret 2025

Tanggal Revisi         Maret 2025

Tanggal Efektif         Maret 2025

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 1. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas

2 2.Memahami tugas dan fungsi

3

4

5

6

7

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan (diambil dari kualifikasi pelaksana yang terendah)

1. SOP  Surat Masuk 1. Komputer yang terhubung perangkat jaringan

2. SOP Surat Keluar 2. Alat tulis kantor

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Disimpan dalam arsip Subbagian Umum dan Perencanaan

Jika prosedur tidak dilaksanakan, maka hak Pegawai tidak cepat terselesaikan

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring dan Evaluasi 

SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

060/           /III.13/2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 003

PENSIUN DAN PURNABAKTI



5

Menerima konsep usulan yang telah 

diperiksa Kassubbag Umum dan 

Perencanaan membubuhkan paraf dan 

mengajukan ke Kepala Dinas

Usulan Pensiun 1 hari Usulan Pensiun

6
Memeriksa konsep usulan, jika setuju 

membubuhkan tandatangan
Usulan Pensiun 3 jam Usulan Pensiun

7

Menomori surat dan mencatat dalam buku 

ekspedisi surat keluar, selanjutnya 

menyampaikan usulan pensiun ke  Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Usulan Pensiun 30 Menit Usulan Pensiun
SOP Pengelola surat 

keluar

8

Menerima SK Pensiun dan menyerahkan 

kepada pegawai yang mengajukan dan 

pegawai tersebut menyampaikan SK 

Pensiun ke BKAD

SK Pensiun 1 hari SK Pensiun

No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

1
Menyiapkan berkas usulan pensiun dari 

pegawai yang mengusulkan

KeteranganStaf Subbag Umum 

dan Perencanaan

Kasubbag Umum & 

Perencanaan
Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan

Meneliti dan memeriksa kelengkapan 

berkas pensiun dari yang bersangkutan
1 hari Bekas lengkap

Berkas siap di 

proses
1 hari

Waktu Output

Membuat dan memproses usulan dan

mengajukan kepada pimpinaan

Usulan Pensiun

Usulan PensiunUsulan Pensiun

1 hari

1 hari

Total Waktu : 6 hari 3,5 jam

4

Memeriksa konsep usulan, jika benar

membutuhkan paraf dan diaajukan ke

Kepala Dinas melalui Sekretaris

2

3

Data Pegawai

Berkas siap di proses

Bekas lengkap



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan         Maret 2025

Tanggal Revisi         Maret 2025

Tanggal Efektif         Maret 2025

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 1. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas

2
2. Memahami tugas dan fungsi

3

4

5

6

7

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan (diambil dari kualifikasi pelaksana yang terendah)

1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer yang terhubung perangkat jaringan

2. Alat tulis kantor

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. disimpan dalam arsip Sub, Bagian Umun Dan Perencanaan

060/           /III.13/2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 003

CUTI PEGAWAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

Jika perosedur tidak dilaksanakan, maka hak pegawai tidak cepat terselsaikan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur
Surat Sekretariat Daerah Nomor  :  060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring dan 

Evaluasi SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025



Staf

Blanko cuti, dan usulan cuti 1 jam
Berkas pengajuan 

cuti

Total Waktu : 3 Hari

KeteranganSub Bagian Umum 

& Perencanaan
Sekretaris dinas Kepala dinas Kelengkapan

Pelaksana

Waktu Output
No. Uraian Prosedur

Mutu Baku

Blanko Cuti1
Mengisi formulir permintaan dan pemberian 

cuti

2
Membuat surat pengantar pengajuan cuti 

pegawai
Usulan cuti 1 jam Usulan cuti

Blanko Cuti 2 jam

Blanko cuti, dan usulan cuti 1 jam
Berkas pengajuan 

cuti

Meneliti dan mengkoreksi berkas pengajuan 

cuti  yang diajukan dan  memarafnya 

Blanko cuti, dan usulan cuti 1 Jam
Berkas pengajuan 

cuti

Memberi nomor surat keluar, dan

menyampaikan berkas pengajuan cuti berkala

ke pegawai yang mengajukan, untuk di

unggah pada laman sistem informasi

kepegawaian elektronik (sinetron) kabupaten

lampung barat 

Blanko cuti, dan usulan cuti 1 jam
Berkas pengajuan 

cuti

3

6

Mengunggah surat pengantar pengajuan cuti

dan formulir permintaan dan pemberian cuti

pada laman sistem informasi kepegawaian

elektronik (sinetron) kabupaten lampung barat 

4
Menerima, mengevaluasi dan menandatangani

berkas pengajuan cuti  yang diajukan

5

7

Menerima surat izin pelaksanaan cuti tahunan

setelah di verifikasi oleh Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

dan menyerahkan ke bagian Umum

perencanaan untu.k direkap pada absen

bulanan

Surat izin pelaksanaan cuti 

tahunan
2 Hari

Surat izin 

pelaksanaan cuti 

tahunan



5
Menerima rekap absen yang telah 

ditandatangi Pimpinan
Laporan Rekap Absensi 30 menit Berkas siap dikirim

6

Memperbanyak laporan absensi yang 

telah ditandatangani pimpinan, 

Menyerahkan ke Bendahara gaji sebagai 

dasar perhitungan Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP)

Laporan Rekap Absensi 1 hari Arsip

Laporan Rekap Absensi 30 menit
Rekap absen yang 

telah ditandangani

Total Waktu : 22 hari 60 menit 

3
Meneliti, mengkoreksi dan memaraf

rekap absensi;
Laporan Rekap Absensi 3 hari Rekap absen

4
Mengkoreksi dan menandatangi rekap

absensi;

2

Merekapitulasi daftar presensi bulanan 

berdasarkan presensi harian dan surat 

tugas,surat izin cuti, surat sakit, dan lain-

lain

Lembaran absensi manual atau finjer print 

per hari
2 hari Konsep usulan

Lembaran Absensi 22 hari

No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Bahan data usulan1
Melakukan absen melalui mesin absen 

retina setiap hari kerja;

Keterangan
Seluruh Pegawai

Kepala Sub Bagian 

Umum & 

Perencanaan

Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output



Nomor SOP : 060/                 /III.13/2025

Tanggal Pembuatan :                Maret 2025

Tanggal Revisi :                Maret 2025

Tanggal Efektif :                Maret 2025

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.,MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19730912 199903 1 003

NAMA SOP : SOP ABSENSI

1

2

3

4

5

6

7

2. Alat Tulis Kantor

3. Lembar Absen

4. Printer
5. Mesin absen 

retina

2. Sebagai Pedoman

1. Komputer/Laptop

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hak pegawai tidak cepat terselesaikan. 1. Disimpan sebagai Arsip Dinas

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur

Surat Sekretariat Daerah Nomor  : 060/221/09/2025 tentang Penyusunan Monitoring 

dan Evaluasi SOP, Perbaikan serta Penyusunan SOP Perangkat Daerah Tahun 2025

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional

KETERKAITAN

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 36 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

2. MemahaminTugas Dan Fungsi Bidang Kebersihan

Peraturan Daerah Jasa Umum No.03 Tahun 2012 Tentang Jasa Layanan Umum

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

SOP Pengelolaan Sarana Prasarana Kebersihan Komputer

Printer

ATK

Sarana Prasarana Sampah

Pewadahan (Tong Sampah/Container/Tempat Penampungan Sementara 

(TPS Sementara ) )

Mobil Dump Truck/Pick Up/Truck Armroll/Bentor

Karung/Ember/Tong /Terpal

EM4 Bahan Kimia

Pencatatan dan pendataan

Catatan dan Pendataan

2. Sebagai Bahan Edukasi Bagi pemerintah Daerah swasta, 

    dalam Mengelola Sampah disumbernya

Peringatan ;

 Jika Prosudur Layanan Kebersihan dalam pengelolaan sampah tida

 dilaksanakan akan mennimbulkan dapak terhadap keindahan, kebersihan dan

kenyamanan serta berdampak terhadap Drajat Kesehatan Masyarakat

Perpres NO 97 Tahun 2017 Tentang kebijakan dan Strategi Nasional Tentang Pengolahan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Bupati No.48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Tentang Pengelolaan 

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah  Tangga 

1. Sebagai Dasar pelaksanaan pengelolaan sampah Sekala Kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

SOP Layanan Pengelolaan Sampah 

UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 1. Memahami regulasi Teknis Pengelolaan Sampah Skala Kota

M.HENRY FAISAL, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
19730912 199903 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

       Maret 2025

060/        /III.14/2025

       Maret 2025

       Maret 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT



5 Menyiapkan peta layanan pengelolaan 

sampah Peta layanan pengelolaan sampah 1 Hari Data layanan pengelolaan sampah

6 Menyiapkan kendaraan pengangkutan 

sampah
Mobil. Bentor , Container, TPS 1 Hari Jumlah kendaraan layanan kebersihan

7 Menyiapkan dana operasional pengangkutan 

sampah
RKA APBD 2 Hari Dana Operasioal pengelolaan sampah

8 Mengkoordinir pembagian tugas layanan 

Peta layanan pengelolaan sampah 1 Hari
Data pembagian tugas penyapu jalan, dan 

pengangkut sampah

9 Menyiapkan petugas retribusi iuran sampah

Petugas Kebersihan, Perbub 

retribusi sampah
1 Hari PAD retribusi sampah

10 Membersihkan area layanan kebersihan kota 

liwa sebanyak 46 titik lokasi yang dibersihkan
Petugas penyapu jalan 300 Hari Lokasi yang dibersihkan

11 Menarik retribusi iuran sampah yang berasal 

dari rumah tangga, industri, perkantoran, 

swasta, dan sekolah
Petugas retribusi iuran sampah 24 Hari PAD retribusi sampah

12 Mengangkut sampah dari rumah tangga ke 

TPS, kemudian TPST dan berakhir di Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA)
Kendaraan pengangkut sampah 200 Hari

Jumlah Sampah yang terangkut dan Masuk 

le TPA dalam Ton/Hari, 

2

3

Menandatangani SK Petugas 

Kebersihan
1 Jam SK Kepala Dinas LH

4 Mengoreksi dan menandatangi SK Petugas

Kebersihan

Membuat draf SK petugas Kebersihan

SK Petugas Kebersihan 7 Hari  SK Petugas Kebersihan

Meneliti, mengoreksi dan memaraf SK

petugas kebersihan;

Paraf SK Petugas Kebersihan 1 Jam Draf SK Petugas Kebersihan

1 Menerima dan Menyiapkan Petugas 

Kebersihan

No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Dinas Kabid Kebersihan Petugas Lapangan
Fungsional Pengawas Lingkungan 

Hidup Ahli Muda
Kelengkapan Waktu Output

Data Petugas Kebersihan 7 Hari SK Petugas Kebersihan
MULAI



No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Dinas Kabid Kebersihan Petugas Lapangan
Fungsional Pengawas Lingkungan 

Hidup Ahli Muda
Kelengkapan Waktu Output



Nomor SOP : 660/               /III.13/2025

Tanggal Pembuatan :               Maret 2025

Tanggal Revisi :               Maret 2025

Tanggal Efektif :               Maret 2025

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

M.HENRY FAISAL,SH.MH

NIP. 19730912 199903 1 003

NAMA SOP : SOP Pemeliharaan Bangunan Taman dan Nomenclatur

3. Surat Keputusan

4. Alat-Alat Untuk Melakukan Pemeliharaan,Pembersihan dan Perantingan

5. Alat- alat untuk pemantauan kualitas air

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Tanaman Pohon Peneduh

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pada Pemeliharaan RTH,Tanaman Pohon Peneduh

2. 

2. Jadwal Pemeliharaan,Pembersihan dan Perantingan

PERINGATAN

1. Petugas Lapangan

2.Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KUALIFIKASI PELAKSANAANDASAR HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1. SOP Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Tanaman Pohon Peneduh 

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau



Kepala DLH Kabid Pertamanan
Petugas 

Lapangan

Fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup 

Ahli Muda

PERSYARATAN/ 
PERLENGKAPAN

WAKTU OUT PUT

1 Disposisi 1 hari

Lokasi titik 
Pemeliharaan

2 Disposisi 1 hari

Jadwal Pemeliharaan

3
Peralatan Lapangan 

Untuk Pemeliharaan
180 hari

Terpeliharanya 
bangunan taman dan 

nomenclatur

4
Peralatan Lapangan 
Untuk Pembersihan

104 hari
Bersihnya Lokasi 

bangunan taman dan 

nomenclatur

5
Data Hasil 

Pelaksanaan
1 hari Data hasil Pelaksanaan

6 Hasil Pelaksanaan 1 hari
Laporan hasil 

Pelaksanaan Kegiatan

288 Hari

ALUR PEMELIHARAAN BANGUNAN TAMAN DAN NOMENCLATUR

NO AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Identifikasi lokasi titik Pemeliharaan taman dan 
nomenclatur

Jadwal Pemeliharaan bangunan Taman dan Nomenclatur

Pelaksanaan Pemeliharaan

Pelaksanaan Pembersihan

Foto Hasil ,Pemeliharaan

Laporan Hasil Pemeliharaan,Pembersihan dan 
pemeliharaan bangunan taman dan nomenclatur

Total Waktu

MULAI

SELESAI



Nomor SOP : 060/               /III.13/2025

Tanggal Pembuatan :         Maret 2025

Tanggal Revisi :         Maret 2025

Tanggal Efektif :         Maret 2025

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

M.HENRY FAISAL,SH.MH

NIP. 19730912 199903 1 003

NAMA SOP : SOP Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tanaman Pohon Peneduh 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KUALIFIKASI PELAKSANAANDASAR HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SOP Pemeliharaan Bangunan Taman dan Nomenclatur

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau

2. Jadwal Pemeliharaan,Pembersihan dan Perantingan

PERINGATAN

1. Petugas Lapangan

2.Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang

3. Surat Keputusan

4. Alat-Alat Untuk Melakukan Pemeliharaan,Pembersihan dan Perantingan

5. Alat- alat untuk pemantauan kualitas air

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Tanaman Pohon Peneduh

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pada Pemeliharaan RTH,Tanaman Pohon Peneduh



Kepala DLH Kabid Pertamanan
Petugas 

Lapangan

Fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup 

Ahli Muda

PERSYARATAN/ 
PERLENGKAPAN

WAKTU OUT PUT

1 Disposisi 1 hari

Lokasi titik 
Pemeliharaan,Pembers

ihan dan Perantingan

2 Disposisi 1 hari

Jadwal 

Pemeliharaan,Pembers
ihan dan Perantingan

3
Peralatan Lapangan 

Untuk Pemeliharaan
180 hari

Terpeliharanya 
Kebersihan dan 

Kenyamanan

4
Peralatan Lapangan 
Untuk Pembersihan

104 hari
Bersihnya Lokasi 

Taman dan Median 

Jalan

5
Data Hasil 

Pelaksanaan
1 hari Data hasil Pelaksanaan

6 Hasil Pelaksanaan 1 hari
Laporan hasil 

Pelaksanaan Kegiatan

288 HariTotal Waktu

Laporan Hasil Pemeliharaan,Pembersihan dan 
Perantingan

Identifikasi lokasi titik Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 
dan Tanaman Pohon Peneduh

Jadwal Pemeliharaan,Pembersihan dan Perantingan

Pelaksanaan Pemeliharaan

Pelaksanaan Pembersihan

ALUR PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN TANAMAN PENEDUH

AKTIVITAS

PELAKSANA

Foto Hasil Pembersihan,Pemeliharaan dan Perantingan

NO

MUTU BAKU

MULAI

SELESAI
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

2. MemahaminTugas Dan Fungsi Bidang Kebersihan

Peraturan Daerah Jasa Umum No.03 Tahun 2012 Tentang Jasa Layanan Umum

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

SOP Layanan Pengelolaan Sampah Komputer

Printer

ATK

Sarana Prasarana Sampah

Pewadahan (Tong Sampah/Container/Tempat Penampungan Sementara 

(TPS Sementara ) )

Mobil Dump Truck/Pick Up/Truck Armroll/Bentor

Karung/Ember/Tong /Terpal

EM4 Bahan Kimia

Pencatatan dan pendataan

Catatan dan Pendataan

2. Sebagai Bahan Edukasi Bagi pemerintah Daerah swasta, 

    dalam Mengelola Sampah disumbernya

Peringatan ;

 Jika Prosudur Layanan Kebersihan dalam pengelolaan sampah tida

 dilaksanakan akan mennimbulkan dapak terhadap keindahan, kebersihan dan

kenyamanan serta berdampak terhadap Drajat Kesehatan Masyarakat

Perpres NO 97 Tahun 2017 Tentang kebijakan dan Strategi Nasional Tentang Pengolahan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Bupati No.48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Tentang Pengelolaan 

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah  Tangga 

1. Sebagai Dasar pelaksanaan pengelolaan sampah Sekala Kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

SOP Pengelolaan Sarana Prasarana Kebersihan

UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 1. Memahami regulasi Teknis Pengelolaan Sampah Skala Kota

M.HENRY FAISAL, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
19730912 199903 1 003

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

       Maret 2025

060/        /III.14/2025

       Maret 2025

       Maret 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT



2

3

5 Menyiapkan Sarana Prasarana Kebersihan
Sarana prasarana petugas 

kebersihan
6 Hari Sapras Kebersihan

6 Menyiapkan draft pengadaan sarana 

prasarana kebersihan
Mobil. Bentor , Container, TPS 1 Hari

Jumlah Sampah yang terangkut di RT, 

Kantor, Pasar dan Area Puplik

7 menyiapkan dan merencanakan 

pengembangan sarana prasarana 

pengelolaan sampah
Tong Sampah, Container, 

TPS,Cangkul,scop
2 Hari Jumlah sampah Yang terpilah

8 menyiapkan pengembangan teknologi 

pengelolaan sampah
Mobil , Container 1 Hari

Jumlah Sampah yang terangkut ke TPA Bah 

Way

9 memelihara sarana dan prasarana 

persampahan
Jembatan Timbang, Komputer, ATK 1 Jam

Jumlah Sampah yang Masuk TPA dalam 

Ton/Hari

10 Pemilahan dan Pembuatan Kompos
Mesin Pencacah, Mesin Giling, 

Composter,Skop, Cangkul Bahan 

Kimia

12 Hari
Jumlah sampah yang dipilah dan dijadikan 

Kompos

11 Pembuangan dan Penimbunan sampah ke 

Zona Buang /Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA)
Boldoser,Exsavator 8 Jam

Jumlah sampah yang tetimbun dan dibuang 

kezona buang

Menandatangani SK Petugas 

Kebersihan
1 Jam SK Kepala Dinas LH

4 Mengoreksi dan menandatangi SK Petugas

Kebersihan

Membuat draf SK petugas Kebersihan

SK Petugas Kebersihan 1 Hari  SK Petugas Kebersihan

Meneliti, mengoreksi dan memaraf SK

petugas kebersihan;

Paraf SK Petugas Kebersihan 1 Jam Draf SK Petugas Kebersihan

1 Menerima dan Menyiapkan Petugas 

Kebersihan

No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Dinas Kabid Kebersihan Petugas Lapangan
Fungsional Pengawas Lingkungan 

Hidup Ahli Muda
Kelengkapan Waktu Output

Data Petugas Kebersihan 7 Hari SK Petugas Kebersihan
MULAI



No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Kepala Dinas Kabid Kebersihan Petugas Lapangan
Fungsional Pengawas Lingkungan 

Hidup Ahli Muda
Kelengkapan Waktu Output
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

Peraturan Daerah Jasa Umum No.03 Tahun 2012 Tentang Jasa Layanan Umum

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

SOP Pengelolaan Sampah Komputer

Printer

ATK

Exsavator/Bulldoser

Mesin Pencacah Biji Plastik

Mesin Pencuci Plastik

Komposter 

Bak Fermentasi

Timbangan Sampah

Karung/Ember/Tong /Terpal

EM4 Bahan Kimia

Instalasi Gas Metan

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

M.HENRY FAISAL, SH.,MH
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diisi dengan keterangan atau hal-hal yg perlu ditambahkan selama proses 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

UPT TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) 

UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah S1 Ekonomi

 Tangga 

Perpres NO 97 Tahun 2017 Tentang kebijakan dan Strategi Nasional Tentang 

Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Bupati No.48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Tentang 

Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah

          Januari 2025

060/        /III.13/2025

          Januari 2025

          Januari 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

    PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jl. Tulip No.02, Komplek Perkantoran Pemda Liwa, Lampung Barat  

Telp. (0728) 21216 Liwa 34811 

 



1

2 1 Timbangan Sampah/Komputer/Kertas Dll 1 Jam

3 1 1 s/d 8 Jam

1 2 Minggu

5 Pembuangan dan Penimbunan Sampah 1 Bulldoser, Exsavator 1 s/d 8 Jam Pengelolaan 

sampah di zona 

buang dengan 

sistem Sanitary 

LandFIll

Sampah yang  dibuang 

ke zona buang ditutup 

dan ditimbun tanah serta 

dipadatkan

Keterangan
Kepala UPT Bahway Timbulan Sampah Rumah Tangga                                                Kelengkapan Waktu Output

No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

1 Sampah Masuk Ke TPA

Petugas TPA

Volume Sampah yang 

terangkut ke TPA 

Bahway dalam ton per 

hari

Timbangan Sampah Tercatatnya Berat 

Volume Sampah 

yang terangkut ke 

TPA Bahway

Pemilhan Terpilahnya 

Sampah Organik 

dan Non Organik 

Volume Sampah yang 

terangkut ke TPA 

Bahway dalam ton per 

hari

Volume Sampah yang 

Terpilah

Volume sampah 

yang menjadi 

kompos

Volume sampah yang 

menjadi kompos dalam 

kg per hari

Timbangan Sampah 1 Jam

4 Pengomposan

Tercatatnya Berat 

Volume Sampah 

yang terangkut ke 

TPA Bahway

Sekop, Cangkul, Mesin Pemilah 

Sampah, Mesin Pencuci

Bak Fementasi, EM4 Bahan Kimia, 

Tong, Ember, Sekop, Cangkul, Mesin 

Pencacah

Sampah 
Masuk Ke 

TPA 

Pencatatan

Pemilahan

Pengelolaan

Penimbunan

pemilahan

Fermentasi

Pembuangan

Penimbangan


